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BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

NOMOR 03 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI MAHAKAM ULU,

bahwa memenuhi ketentuan pasal 311 Ayat (1) Undang —
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah dan pasal 104 Ayat 1 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, Kepala daerah wajib mengajukan rancangan
Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-
dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan
waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan
bersama;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang
diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke
dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara yang telah disepakati antara
Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 15
November 2022;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5395);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 972);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU

dan
BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG  ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah lainnya sebagai
unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
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4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan;

5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan;

6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

Pasal 2

APBD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp.
1.498.521.832.669,00 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan
Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah Rp. 1.498.521.832.669,00
b. Belanja Daerah Rp. 1.770.899.836.904,00

Defisit (Rp. 272.378.004.235,00)
c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Rp. 277.378.004.235,00
2. Pengeluaran Rp. 5.000.000.000,00
Pembiayaan Netto Rp. 272.378.004.235,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan NIHTIL
Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 1.498.521.832.669,00 (Satu
Triliun Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Dua Puluh
Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh
Sembilan Rupiah) yang bersumber dari:

a. Pendapatan Asli; dan

b. Pendapatan Transfer.

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf
a direncanakan sebesar Rp. 11.240.054.701,00 (Sebelas Milyar Dua
Ratus Empat Puluh Juta Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Satu Rupiah)
yang terdiri atas:

a. Pajak Daerah; dan

b. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp. 3.622.500.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Dua Puluh Dua
Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

(3) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud

pada Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.617.554.701,00
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(1)

(2)

(3)

(Twjuh Milyar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh
Empat Ribu Tujuh Ratus Satu Rupiah).

Pasal 5

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
direncanakan sebesar Rp. 1.487.281.777.968,00 (Satu Triliun Empat
Ratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta
Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tuwjuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh
Delapan Rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.310.774.972.903,00 (Satu
Triliun Tiga Ratus Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta
Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Rupiah); dan

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 176.506.805.065,00 (Seratus
Twjuh Puluh Enam Milyar Lima Ratus Enam Juta Delapan Ratus Lima
Ribu Enam Puluh Lima Rupiah).

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.
1.770.899.836.904,00 (Satu Triliun Tujuh Ratus Tujuh Puluh Milyar Delapan
Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu
Sembilan Ratus Empat Rupiah), yang terdiri atas:

a.

ao o

(1)

Belanja Operasional;
Belanja Modal,

Belanja Tidak Terduga; dan
Belanja Transfer.

Pasal 7

Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf
a direncanakan sebesar Rp. 982.179.342.852,00 (Sembilan Ratus
Delapan Puluh Dua Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus
Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah), yang
terdiri atas:

a. Belanja Pegawai;

b. Belanja Barang dan Jasa;
c. Belanja Subsidi;

d. Belanja Hibah; dan

e. Belanja Bantuan Sosial.



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 257.398.059.264,00 (Dua Ratus Lima Puluh
Twjuh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Puluh
Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Empat Rupiah);

Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 688.380.037.580,00 (Enam Ratus Delapan
Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Puluh Tujuh
Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah);

Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak
direncanakan sebesar Rp. 1.595.908.200,00 (Satu Milyar Lima Ratus
Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Dua Ratus
Rupiah);

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp. 27.148.337.808,00 (Dua Puluh Tujuh Milyar
Seratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu
Delapan Ratus Delapan Rupiah); dan

Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp. 7.657.000.000,00 (Twjuh Milyar Enam Ratus
Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah).

Pasal 8

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b
direncanakan sebesar Rp. 638.374.850.960,00 (Enam Ratus Tiga Puluh
Delapan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima
Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah), yang terdiri atas:

Belanja Modal Tanabh;
Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
Belanja Modal Gedung dan Bangunan;

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan

© oo TP

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 6.700.000.000,00 (Enam Milyar Tujuh Ratus
Juta Rupiah);
Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp. 41.974.430.610,00 (Empat Puluh Satu
Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh
Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah);
Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 188.695.477.750,00 (Seratus
Delapan Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta
Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah);;
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 374.403.926.000,00 (Tiga
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Ratus Tujuh Puluh Empat Milyar Empat Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus
Dua Puluh Enam Ribu Rupiah); dan

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp. 26.601.016.600,00 (Dua Puluh Enam Milyar
Enam Ratus Satu Juta Enam Belas Ribu Enam Ratus Rupiah).

Pasal 9

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.323.480.492,00 (Twjuh Milyar Tiga Ratus
Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Sembilan
Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 10

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d
direncanakan sebesar Rp. 143.022.162.600,00 (Seratus Empat Puluh Tiga
Milyar Dua Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus
Rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan.

Pasal 11

(1) Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan
sebesar Rp. 272.378.004.235,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Tiga
Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima
Rupiah), yang terdiri:

a. Penerimaan Pembiayaan; dan
b. Pengeluaran Pembiayaan.

(2) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp. 277.378.004.235,00 (Dua Ratus Tujuh
Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ribu Dua
Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah);

(3) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah).

Pasal 12

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah
Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya
dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan APBD
Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2023, dengan tata cara
terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan



(2)

(3)

pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam
Laporan Realisasi Anggaran.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian
luar biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat menggangu Kkegiatan
pelayanan publik.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah
dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau
masyarakat.

Pasal 13

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini terdiri dari:

1.

Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta
Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran,;

Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Lampiran VI

Lampiran VII

Lampiran VIII

Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII

Lampiran XIII

Lampiran XIV

Lampiran XV
Lampiran XVI

Lampiran XVII

Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar
Pelayanan Minimal;

Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD;

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah
Tentang APBD;
Sinkronisasi Program Prioritas Nasional
Program Prioritas Daerah;

dengan

Daftar Jumlah Pegawai Per

Jabatan;

Golongan dan Per

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi

Daerah Lainnya;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Lain-lain;

Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years);
Daftar Dana Cadangan;

Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 14

Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur
dalam Peraturan Bupati.



Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembar Daerah Kabupaten

Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 27 Desember 2022

HAKAM ULU,

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 27 Desember 2022
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Lampiran |

: Peraturan Daerah Kabupaten

Mahakam Ulu
Nomor : 03 Tahun 2022

Tanggal :: 27 Desember 2022 -

KABUPATEN MAHAKAM ULU

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan

ahakam Ulu

- BELANJA, DAN PEMBIAYAAN -
TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Jumlah
4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 11.240.054.701
4.1.01 Pajak Daerah 3.622.500.000|
- 14.1.04 Lain-fain PAD yang Sah 7.617.554.701
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.487.281.777.968
42.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.310.774.972.903
4202 Pendapatan Transfer Antar Daerah 176.506.805.065
‘ Jumlah Pendapatan 1.498.521.832.669
5 BELANJA
: 5.1 BELANJA OPERASI 982.179.342.852
5.1.01 Belanja Pegawai 257.398.059.264
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 688.380.037.580
5.1.04 Belanja Subsidi - 1585508200
5.1.05 Belanja Hibah 27.148.337.808
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 7.657.000.000
5.2 BELANJA MODAL 638.374.850.960
5.2.01 Belanja Modal Tanah 6.700.000.000
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 41974.430.610
5203 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 188.695.477.750
5204 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan lrigasi 374.403.926.000
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 26.601.016.600
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 7.323.480.492
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 7.323.480.492
5.4 BELANJA TRANSFER 143.022.162.600
54.02 Belanja Bantuan Keuangan ™ 143.022.162.600
i Jumlah Belanja 1.770.899.836.904
Total Surplus/(Defisit) (272.378.004.235) |-
6 PEMBIAYAAN
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 277.378.004.235
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 2717.378.004.235
Jumiah Penerimaan Pembiayaan . 277.378.004.235
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 5.000.000.000
6.2.02 ‘ Penyertaan Modal Daerah 5.000.000.000
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 5.000.000.000
Pembiayaan Netto 272.378.004.235|,
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